
1, Undang·UndangNomor 12 Tehun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 198~
Nomor 68, Tambahan l.ernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312) sebagaimi:l:1atelah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lernbaran NegClr()Repubtik
IndonesiaNomor 3569);

2. Undang-UndengNomor 21 Tahur. 199i' tentang Bea Perolel1an
Hak Atas Tanah dan Bangunan(Lembaran Negara Republrk
Indonesia Tahun 199i' Nomor 44, Terobeban Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nornor 3688) SCb()g<llnl()natelah diubah
denganUndane·UndangNornor 20 Tahun ZOOO(t.ernbaran Negara
Republik IndonesiaTahun 2000r~O!T1or130, TambahanLernbaran
NegaraRepublik lndonesiaNomor3988);

Meneingat

Menimbang; a. bahwa mcrnenuhi ketentuan Pasat65 ayat (1) huruf d Undang·
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dcngar:
Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang PerubahanKedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 rentan~
Pemerintahan Daerahserta sehubungandengan perkembangan
yang tidak sesuai dengan asurnsi kebijakan umum Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah(APBDj,keadaan yang menyebabkan
pergeseranantar unit organis.asi,enter kegiatan dan antar jenis
belanja, keadaanyang menvcbabkansisa lebih Tahun Angg()f'(ln
sebelurnnya harus digunckan untuk pembiayaan dilltlffi Tahun
Anggaran 2015 maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran
PendapatanBel<:H1jilDaerah{APBD)TahunAnggaran'201:i;

b. bahwa berdasarkanperttrnbanganscbagennenadimaksud hurut
a di atas, perlu mcmbentuk Peraturan Daeral1 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun
;I.nggaran2.015,

WALIKOTA PRABUMULlH,

OENGANRAHMAT TUHAN YANG MAHA [SA

PERATURAN OAERAHKOlA PRABUMULIH

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHANANGGARAN P(NDAPATAN DAN BELANJA OAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

WAUKOTA PRABUMULlH

"



3. Undang-UndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Pernbentukan
Kota Prabumulih (LernbaranNegar<lRcpublik Indonesia Tahun
2001 Nemor 86, Tambahan l.ernbaran Negara Republik
lndonesia Nomor4113);

4. Undang-Undang NOnlor 17 Tahun 2003 teotang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4286);

5_ Undang-UndangNomor 1 Tatum 2004 tentang Perbendanaraan
Negara (lembaran Neg3ra Repuhllk Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Ternbehan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

6. Undang-UndangNomor 15 Tanun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan TanggungjawabKeuanganNegara (lembaran
Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 66, Tarnbahan
lembaran NegaraRepL!bltk IndonesiaNomor4400);

7. Undang-Undang Nomor £) Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pernbangunan Nasional (Lernnaran Negarcl
Repubtik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbahen
LernbaranNegaraRepublik lndonesiaNomor 4421):

8. Undang-UndansNomor 33 Tahun 2004 tentang Perirnbangen
KcuanganAntara PernenntahPosat dan Pemerintahan Daerah
(lembaran NegaraRepublik Indonesia Tabun 2004Nomor 126,
TambahanLernbaranI\c~ara Republik IndonesiaNomor 4438);

9. Undang-UndangNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran NeBilra Republik Indonesia
Nomor 130, Tembahan lembaran Negara Republik lndonesta
Nomor 5049; .

10.Undang-UndangNomor 3 Totum l010 tentang Perubahanatas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Kornisi
Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi (t.ernbarao Negaril
Republik Tahun 2010Nomor 76, Tambahan t.embaran Negara
Republik IndonesiaNomor5137);

11.Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembcntukan
Peraturan Perundang-Unoangan(Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan t.ernbaranNegara
Republik Indonesia Nomor 5233);

12.Undang-UndangNornor 23 Tahun 2014 tentang Pcrnenntahan
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lcmoaran Ncgara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimanatelah diubah bcoerapa kati terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 201!> tentang
Perubahan Kcdua at.as Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Repubtik
Indonesia Tahun 2015Nomor 58, Tarnbahan lembaran Negara
Republik IndonesiaNomor 5679);

13.Peraturan Pemcrintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan alaS Penyelenggaran



Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahao Lernbaran Neuara Republik
IndonesiaNomor4090);

14. Peraturan Pernenntah Nomor 23 Tahun 2005 tentanq
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lernbaran
Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 48, Tambahan
LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomar4502);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tenteng Standar
Akuntansi Pemerintahan ( lcmbaran Negar(). Repubhk
IndonesiaTanun 2005Nomor 49, TambahanLernbaran Negara
Republik Indonesi a Nomor4503);

16. Peraturan Pcrnenntah Nornor 54 Tahun ~005 t€'ntang
Pinjaman Oaerah(lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun
2005 Nornor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor ~570);

17. Peraturan Pcmerintah Nomor 55 Tahun 2005 tcntang Daria
Perimbangan (Lcmbaran Ncgilra Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan lembaran !'legara Republik
IndonesiaNomor4575);

18. Peraturan Pemertntan Nomor 56 Tahun 2005 tcntang Ststern
Informasi Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lernbaran
Negaril Republik Indooesta NomOI4576);

19. Peraturan Pemerinteh Nomor 58 Tahun 200S tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (ternbaren Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan l.ernbaran
NegaraRepublik IndonesiaNomor4578j;

20. Perateran Pemerintah Nomor 6~ Tahcn 2005 tentang
Pedornan Penyusunan di:\n Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembar:lr1Negara Repubtik lndonesia Tahun 2005
Nomor 150, TernbahanLernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

21. Peraturan PernerintahNomor8 Tahun 2006tell lang Pelaporan .
Keuangandan Kinerja Instansi Pemerintah (LernbaranNegara
Republtk Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
t.embaranNegaraRcpublik IndonesiaNomor 4614);

22. Peraturan N.enteri Datam Negeri Nomor 13 Tahun 2{)()6
sebagatmanatelah diubah dengan Peraturan Menleri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengeloiaan
Keuangan Daorah (Bertta Negare.Rcpublik Indonesia Nomor
310);

23. Peraturan Menteri Datam Negeri NomOI 37 Tahun 2014
tentang Pedoman Peoyusunan Anggar().nPendapatan dan
Belanja DaerahTahuoAnggaran2015;

24. Benta Acara Persetujuan Bersarna watikora Prabumulih
Nomor dan DewanPerwakilan Rakyat OaerahKota Prabumulih
Nomor 05 Tahun 2015 tcntang RancanganPeraturan Daerail
Kota Prabumulih tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
DanBelanja DaerahKot()PrabumulihTahun Anggaran2015.



Rp. 40.712.615.973Jumlah Pengeluaran seteiah pcrubahen

h. Pcngeluar an

,) Sernula Rp. 33.959.0\13.000

2) Bertambah Rp. 6.753.522.973

Rp. 16~i.41'.456.157,85Surplus setelah perubahan

Rp.118.514.924.858

Rp. 46.896.531.299,85

1) 5emula

2) Bertambah

3. Pembiayaan

a. Pencrimaan

Rp.l.020.188.491.084,85J'Jmlah Belanja setetah Perubahan

b. Bertambah

Rp.973.314.643.450

Rp. 46.873.847.634,85

a. Sernula

2. Belanja

Rp. 895.489.650.900Jumlah Pcndapatan setetah Perubahan

a. Semula Rp.888.758.811.592

Rp. 6.730.839.308b. Bertambah

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula
berjumtan Rp. 973.314.643.450 oertamban sejumlah Rp. 46.873.847.634,8'i
sehin!lga menjadi 1.020.188.491.084,8) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

Pasal 1

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOlA PRABUMULIH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHPERUBAHAN TAHUN ANGGARAN
2015

MEMUlUSKAN:

Dengan Persetujuan Bersarna
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PRABUMULIH

dan
WALIKOTA PRABUMULIH



-_ ...._ ......... -_ ...__ .__ ..._ .. ---

d. Lain-lam Pendspatan Asli Oaerah Yang Sail

1.000.000.000Jurnlah Hasil Pengelo'aan Kekayaan Yang Dipisahkan Rp.
setetan Perubahan

Rp. 1.000.000.000

Rp. 0

1) Semuta

2) Bertarn bah

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan

Juml"h Pendapatan Asli Daerah setelan Perubahan Rp. 20.54).000.000

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp, 5.BSO.OOO.OOO

2) Berkurang Rp.{ 256.001).000 )

Jumlah Retribusl Daerah setetah Perubahan Rp. 5.594.000.000

Rp. 1".010.000.000

Rp. 3.535.000.000

1) Semula

2) [lertambah

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a terdiri
dari jenis pendapatan:

a. Paj()k Daerah

Jurnlah Lain-iain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. '170.073.547.900
setelah Perubahan

Rp, 94.718.927.200

Rp. 75.354.620.700

1i Semula

2) Oertil m bah

c. Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sal\

Rp. 614.136.103.000Jurnlilh Dana Perimban3iln sctelah Perubahan

Rp. 715.597.884.392

Rp.{ 81.46'1.781.392)

1) Sernula

2j Berkur ang

Rp. 91.280.000.000Jumtah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubaban

b. Dana Perimbangan

Rp. 78.-142.000.000

Rp. 12.838.000.000

a. PendapatanAsli Daerah

1) Semula

2j Bertambah

(1) Pendapatan Oaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasat 1 terdiri dari :

Pasa! 2



Rp. 69.543.106.0001) Semula

c. Daria Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Rp. 12..218.420.900JumLah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan

Rp. 25.175.821.200

Rp.i 12.957.400.300)

b. Dana Bagi Hasil Pajak

1) SemuLa

Z) Bertambah

5.000.000.000Rp.Jumlah Pendapatan Hibah setctah Perubahan

o
5.000.000.000

Rp.

Rp.

1) Sernula

2) Bertambah

(4) Lam-lain pcndapatan dacrah yang san sebagairnana dimaksud pada ayat 11l
huruf c terdiri dari j eni s pendapata n:

a. Pendapatan Hibah

Rp. 41.297.210.000Jumlah Dana ALokasi Khusussetelah Perubahan

Rp. 41.297.210.000

Rp. 0
1) Sernula

2) Bertambah

c. Dana ALokasiKhusus

Rp. 406.701.018.00CJurnlah Dana ALokasi Umum setelah Perubahan

J. flagi Hasil Pnjak/Bagi HasHBukan Pajak

1) Sernula Rp. 267.599.656.392

2) l3erkurang Rp.{ 81.461.781.392 )

Jurnlah Bagi Hastl Pajak! Bagi Hasil Bukan Pajilk Rp. 186.137.875.00G
setetah Perubahan

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp. 406.701.018.000

2) Bertambah Rp. 0

(3i Dana perimbangan sebaga imana dimaksud pada aya l (1) huruf b terdi ri dari
jenis pendapatan:

Jurnlah HasHPengeloiaan Kekayaan Yilng Dipisahkan Rp. 64.141.000.000
sctctah Perubahan

Rp. 54.582.000. 000

Rp. 9.559.000.000

1) Semula

2.i Bertarn bah



. _ ..... _---------

d. oantuan Keuangan Kpd Prov/Kab/kota dan Perndes

b. Belanja Hibah

1) Semula Rp. 7.626.666.000

2) f:lertambah Rp. 306.394.000

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 7.933.060.000

c. Belanja Bantuan Sosial

1 ) Scmula Rp, .116.250.000

2j Berkurang Rp.{ 316.250.000 )

Jurnlah Belanja Bantuan Sosial setctah Perubahan Rp. 0

Rp. 382.180.458.208,85Jumlah Pendapatan Pe~awai setclah Perubahan

Rp. 414.561.123.366

Rp.{ 32.380.665.157,15)

1) Semula

2) Berkurang

(2) Bel,mja Tidak t.angsung scbageirnana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdirl
dari jenis belanja:

3. Belanja Pegawai

Rp. 620.813.298.892Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan

Rp. 548.947.488.600

Rp. 71.865.810.292

1) Semula

2) Bertambah

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 399.375.192.192,85

b. Belanja Langsung

Rp. 424.367.1 )4.850

Rp.( 24.991.962.657,15)

1) Semula

2) Berkurang

(1) Belanja Oaerah sebagaimana dimaksud datam Pasal 1 tcrdiri dari :
a. Belanja·belanja Tidak Langsung

Pasal 3

2; Bertarnbah Rp. 5.563.421.000

Jumtah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp, 75.106.527.000
setelah Pcrubahan

d. Bentuan Kcuangan dar; Provinsi atau Perner intah
Daeran Lainnya

1) Semula Rp. 0
2) Bertambah Rp. 77.748.600.000

Jurnlah Hasi! Pen~elolaan Kekayaan Yang Oipisahka» Rp. 77.748.600.000
setelah Perubahan



Rp. 33.959.093.000

Rp. 6.753.522.973

b. Pengetuaran Pembiayaan

1) Semula

2) Bertambah

Jumlah Penerimaan Pernbiayaan setelah Perubanan Rp. 165.411.456.1 )7,85

Rp. 118.514.924.858

Rp. 46.896.531.299,85

1) Scmula

2) Bertambah

Pasal4
(1 j Pernbiayaan Daerah sebageirnana dimaksud dalarn Pasal 1 lerdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

Rp. .338.833.063.775.Jumlah Dana Alokasi Khusus setetah Perubahan

Rp. 282.463.767.800

Rp. 56.369.295.975

(.. Belanja Modal

1) Scmula

2) 8ertambah

Jurnlah Belanja Barang dan Jasa sctelah Perubahan Rp. 262..263.380.J17

246.516.048.000

15.7<:7.332.317

Rp.

Rp.

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula

2) Bertambah

Rp. 19.716.854.800Jumlah Belanja Pegawet setelah Perubahan

Rp. 19.967.672.800

Rp.( 250.818.000 )

c. Bclanja Pegawai

1) Semula

2) 13erkurang

(4) Belanja Langsung sebagaimana dirnaksud pada ayat (1ihuruf b lerdiri dari jenis
belanja:

396.337.500Rp.Jumlah Belanja Tidak Terduga setetah Perubahan

Rp. 1.000.000.000

Rp.( 603.662.500)

1) Semula

2} Berkurang

8.865.336.484.Jurnlah Belanja Bantuan Keuangan Kpd Rp.
Prov/Kab/kola dan Pemdes sctelah Perubahan

e. 8danja Tidak Tefduga

863.115.484

8.002.221.000

Rp.

Rp.

1) Sernuta

2) Bertambah



---------- ..

4. Lampiran IV Rckapitula$i Perubahan belanja rnenurut urusan pemerintahar.
daerah, organisast. program, dan kcgiatan:

5. l.arnpiran V RekapitulasiPcrubehanbelanja daerah untuk kesetarasan dan

1. tarnpiran I Ringkasan Perubahan APBD;

Ringkasan Perubahan APBD menurut organtsast urusan
pemerintahan;

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD rnenurut UI usan pemerintahan oaerah,
organisast. pendapatan. belanja dan pembiayaan;

2. Lampiran II

uratan \ebih tanjut Percbahao Anggaran Pendaoatan dan Belanja Oaerah
sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal t. tercanturn datarn Lampiran Peraturan Daerah
ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini , tcrdir i
cart:

a. Penyertaan Modal (invcstasi) Pemerintah Daerah

lj Semula Rp. 33.809.853.000

2) Bertambah Rp. S.OOO.OOO.OOO

Jumlah SILPAsetelah Perubahan Rp. 38.809.853.000

b. Pembayaran Pokok Hutang.

1) Semula Rp. 149.240.000

2) Bertambah Rp. I.753.522. 973

Jumlah Penerimaan Piutang setelah Perabahan Rp. 1.902.762.973

Pasal 5

(3) Pengeluaran sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pcmbiayaan:

Rp. 87.248.671.230Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan

33.683.386.900

53.565.284.330

Rp.

Rp.

b. Penerimaan Piutang

1) Sernula

2) Bertambah

Rp. 78.162.784.9l7,85Jumlah SILPAsetelah Perubahan

Rp. 84.83'.537.9~8

Rp.( 6.668.753.030.15)

1) Semula

2) Berkurang

i21 Peneumaan scbagaimana dtmaksud pada ayat (1) huruf a terdin dari jenis
oembiayaan :
a, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebeturnnya

Jumlah Pengeluaran Pernoiayaan se.elah Peruoanan Rp. 40.712.615.973



LEfvl.BARANDAERAli KOTA PRABUMULIH TAHUN 2015 NOMOR 1'1
Nomor Registrast (NOREG): iPBMi2015
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Ditelapkan di Prabumulih
, pada tan~l.2& ~~dl 2015

_.-;.;.... WAUKO'r~ UMULlH,. . ~~~

"

Pasal 7
Peraturan Daerah mi mula; berteku pada Ulnggal diundangkan.

Agar setiap orang rnengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peruturan Daerah
in; dengan penempatannya datern Lernbaran Daerah.

wahkota menetapkan Peraturan Walikota ten tang Pcnjabaran Perubahan !\nggaran
Pendapatan dan selanja Daerch Perubahan sebagai landasan operasiona:
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Perubahan (APBD·P)

Pasal6

keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam
kerangka pengelolaan keuangan negara;

6. LampiranVI Daftar Perubahan jumlah pegawai per gotongan dan per
jabatan;

7. Larnpiran VII Laporan Kcuangan Pernertntah Daerah yang telah ditetapkan
dengan peraturan daerah;

8. Lampiran VIII Dattar kegiatan-kegtatan tahun 3nggaran sebelurnnya yang
belum diselesaikan dan dianggarkan kcmbali dalam tahun
anggaran ini;

'). Lampiran IX Daft<lr pinjaman daerah.


